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UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK 
INDONESIA DAN REPUBLIK RAKYAT CHINA TENTANG EKSTRADISI (TREATY 
BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE PEOPLE'S REPUBLIC OF 
CHINA ON EXTRADITION) 
 
ABSTRAK : ‐ kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya teknologi 

transportasi, komunikasi, dan informasi yang memudahkan lalu lintas 
manusia dari satu negara ke negara lain, selain mempunyai dampak 
positif juga mempunyai dampak negatif yang bersifat transnasional, 
yaitu memberikan peluang yang lebih besar bagi pelaku kejahatan 
untuk meloloskan diri dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di 
sidang pengadilan, dan pelaksanaan pidana dari negara tempat 
kejahatan dilakukan. Untuk mencegah dampak negartif tersebut 
diperlukan hubungan dan kerja sama yang efektif antar negara yang 
dilakukan melalui perjanjian bilateral, khususnya dalam pencegahan 
dan pemberantasan kejahatan, maka Indonesia dan Pemerintah 
Republik Rakyat China telah menandatangani Persetujuan Ekstradisi di 
Beijing pada tanggal 1 Juli 2009 dan perlu membentuk Undang-Undang 
tentang Pengesahan Persetujuan antara Republik Indonesia dan 
Republik Rakyat China tentang Ekstradisi (Treaty between the 
Republic of Indonesia and the People's Republic of China on 
Extraditional). 

 
‐ Dasar hukum dari Undang-Undang ini : UUD 1945 Pasal 5 ayat (1), 

Pasal 11 dan Pasal 20; UU No. 1 Tahun 1979 dan UU No. 24 Tahun 
2000. 

 
‐ Dalam Undang-Undang diatur tentang pengesahan ersetujuan antara 

Republik Indonesia dan Republik Rakyat China tentang Ekstradisi 
(Treaty between the Republic of Indonesia and the People's Republic 
of China on Extraditional) yang ditandatangani oleh pemerintah 
Indonesia pada tanggal 1 Juli 2009 di Beijing yang salinan naskah 
aslinya dalam bahasa Indonesia, bahasa China, dan bahasa Inggris, 
sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan 
dari Undang-Undang ini.. 

 
CATATAN  1. Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal 10 November 2017. 

 
  




